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BAB 1
PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah saat ini di tuntut untuk melakukan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah daerah. Tuntutan
publik menghendaki agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat
menerapkan paradigma pemerintahan yang baik yang memberikan nuansa
peran dan fungsi seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat dengan
tiga prinsip yang mendasarinya, yaitu transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas.

Pemerintah daerah yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang
perlu dilaksanakan dalam mewujudkan aspirasi serta cita-cita masyarakat
Kota Semarang guna mencapai masa depan yang lebih baik agar bisa setara
dengan masyarakat lainnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia.
Berkaitan dengan hal itu diperlukan pengembangan dan persiapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat,jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Semarang dapat berlangsung
dengan lebih berdaya guna dan berhasil melalui pengelolaan sumber daya dan
kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan strategis yang
berkesinambungan.

Sebagai organisasi perangkat yang mendukung program kerja
Pemerintah Daerah, dalam hal ini Sekretariat DPRD Kota Semarang
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, mendukung pelaksanaan tugas ahli yang diperlukan oleh DPRD

dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen
pertanggungjawaban yang strategis sebagai langkah untuk melakukan
pengukuran kinerja dan mendata serta mengevaluasi hasil kinerja Sekretariat
DPRD selama 1 (satu) tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini
merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.
Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan

(disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja



Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Pusat memberikan
kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan
memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan
pemberdayaan peran serta masyarakat.

Sekretariat DPRD Kota Semarang secara karakteristik merupakan
sebuah sub sistem dari sistem Pemerintahan Kota Semarang dengan
kedudukan dan fungsi yang spesifik, karena di satu sisi Sekretariat DPRD
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sementara di
sisi lain secara teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, bahkan di
dalam melaksanakan tugasnya berdasar pada kewenangan yang diatur dalam
Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

Tugas Sekretariat DPRD memfasilitasi semua kegiatan DPRD agar dapat
melaksanakan fungsi untuk mewujudkan pembangunan Kota Semarang yang
telah direncanakan bersama Pemerintah Kota Semarang. Untuk dapat
memfasilitasi kegiatan DPRD Kota Semarang, didukung oleh pegawai dan

sarana prasarana yang memadai.

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Kota Semarang

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang

a) Kedudukan
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD, sementara di sisi lain secara
teknis administratif dibina oleh Sekretaris Daerah, bahkan di dalam
melaksanakan tugasnya berdasar pada kewenangan yang diatur dalam
Peraturan Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota.

b) Tugas Pokok
Tugas Sekretariat DPRD Kota Semarang seperti disebutkan dalam
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang khususnya Bab II Pasal 2
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selain daripada itu
terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 91 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang adalah

menyelenggarakan  Administrasi = Kesekretariatan dan  Keuangan,



mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, serta menyediakan dan

mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

c) Fungsi

Fungsi Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam rangka untuk
melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan

Peraturan Walikota Semarang khususnya pada Bab IIlI bagian kedua pasal

5, adalah :

1) Perumusan kebijakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian
HubunganMasyarakat;

2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;

3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program
dan kegiatan Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian
Perencanaan dan Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan
Masyarakat;

4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup
tanggungjawabnya;

5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6) Penyelenggaraan kerjasama Bagian Persidangan dan
PerundangUndangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian
Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;

7) Penyelenggaraan kesekretariatan Sekretariat DPRD;

8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, Bagian
Umum,dan Bagian Hubungan Masyarakat;

9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;

10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan
danKeuangan, Bagian Umum, dan Bagian Hubungan Masyarakat;

11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

12) Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugasdan fungsinya.



2. Struktur Organisasi
Pembentukan struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota semarang, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 91
Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang, terdiri dari :
a. Sekretaris DPRD
Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan,
mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
DPRD;
b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang
Kepala Bagian yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan,
membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas
Persidangan, Kajian Hukum dan Perundang-Undangan, dan Risalah.
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri atas :
1) Subkoordinator Persidangan;
2) Subkoordinator Kajian Hukum dan Perundang-;
3) Subkoordinator Risalah.
c. Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
yang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina,
mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Program dan Anggaran,
Penatausahaan Keuangan, dan Evaluasi dan Pelaporan. Bagian
Perencanaan dan Keuangan terdiri atas :
1) Subbagian Penatausahaan Keuangan;
2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
3) Subkoordinator Program dan Anggaran.
d. Bagian Umum,
Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang memiliki tugas
merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan
mengendalikan serta mengevaluasi Subbagian Tata Usaha dan
Kepegawaian, Subbagian Rumah Tangga, dan Subbagian Perlengkapan
dan Barang Milik Daerah. Bagian umum terdiri atas :
1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;

2) Subbagian Rumah Tangga;



3) Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Daerah;

e. Bagian Hubungan Masyarakat
Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dipimpin oleh seorang Kepala
Bagian yang memiliki tugas mempunyai tugas merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluasi Subbagian Pemberitaan, Subbagian Peliputan dan
Dokumentasi, dan Subbagian Protokol. Bagian Humas terdiri atas:
1) Subbagian Protokol;
2) Subkoordinator Peliputan dan Dokumentasi;
3) Subkoordinator Pemberitaan

f. Jabatan Fungsional.
Disamping jabatan-jabatan struktural tersebut di atas, juga terdapat
Kelompok Jabatan fungsional, dimana sebagian pejabat fungsional juga

bertugas sebagai Sub Koordinator pada Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Untuk lebih lengkapnya, bagan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota

Semarang

Gambar 1. 1

Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Semarang

3. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Semarang pada
Awal September 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 50
pegawai yang terdiri dari 25 pegawai laki-laki (50%) dan 25 pegawai perempuan
(50%).



Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Sekretariat DPRD Kota
Semarang mayoritas memiliki tingkat pendidikan Sarjana sebanyak 24
pegawai (48%), untuk pendidikan S2 sebanyak 14 pegawai (28%), Diploma III
sebanyak 7 pegawai (14%) dan jenjang SMA sebanyak 5 pegawai (10%).
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan digram berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Sekretariat DPRD Tahun 2025

ASN
No Jenjang Pendidikan Persentase
Jumlah Pegawai terhadap seluruh
pegawai
1 S2 15 30%
2 S1 23 46%
3 D3 7 14%
4 SMA 10%
Jumlah 50 100,00%
Jumlah ASN 50 pegawai

Sumber : Sekretariat DPRD per 31 Desember 2025

Selanjutnya pegawai ASN bila dilihat dari golongan terdiri dari 38 PNS dan 11
PPPK. Pegawai golongan IV sebanyak 5 pegawai, pegawai golongan III sebanyak 27
pegawai dan pegawai golongan II sebanyak 6 pegawai. Selain itu terdapat pegawai
PPPK dengan rincian golongan IX sebanyak 7 pegawai dan PPPK golongan VII
sebanyak 4 pegawai. Secara rinci kondisi jumlah pegawai ASN berdasarkan Golongan
di Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan di
Sekretariat DPRD Tahun 2025

No Golongan J umlah. Persentas.e terhadap
Pegawai Pegawai ASN (%)
A PNS 39 78%
1 Golongan IV 5 10 %
IV/c 1 2%
IV/b 2 4%
IV/a S 10%
2 Golongan III 27 54%
11/d 4 8%
III/c 6 12%
II/b 6 12%
III/a 9 18%
3 Golongan II 6 12%
II/d 1 2%




No Golongan Jumlah. Persentas.e terhadap
Pegawai Pegawai ASN (%)
II/c 5 10%
B PPPK 11 22%
1 IX 7 14%
2 VII 2 4%
3 \Y% 2 4%

Sumber : Sekretariat DPRD per 31 Desember 2025

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang kegiatan Sekretariat
DPRD Kota Semarang dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD adalah 1
(satu) buah gedung Sekretariat DPRD yang berlokasi di Kompleks Balaikota

dengan rincian sarana prasana sebagai berikut :

No Kode Keterangan Total
1 1.3.2.05.002.006.017 | Mic Conference 61
2 11.3.2.10.001.002.009 | Tablet PC 61
3 | 1.3.2.10.001.002.002 | Lap Top 56
4 |1.3.2.10.001.002.001 | P.C Unit 49
S5 |1.3.2.10.002.003.003 | Printer (Peralatan Personal Komputer) 43
6 | 1.3.2.02.001.004.001 | Sepeda Motor 37
7 | 1.3.2.05.002.006.002 | Televisi 30
8 |1.3.2.05.002.006.038 | Dispenser 26
9 |1.3.2.05.002.004.004 | A.C. Split 23
10 | 1.3.2.02.001.001.003 | Station Wagon 21
11 | 1.3.2.06.001.002.003 | Camera Electronic 18
12 | 1.3.2.05.002.004.001 | Lemari Es 17
13 | 1.3.2.02.002.002.001 | Sepeda 16
14 | 1.3.2.05.002.001.050 | Meubeleur lainnya 16
15 | 1.3.2.06.002.001.006 | Handy Talky (HT) 16
16 | 1.3.2.10.002.003.004 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) 16
17 | 1.3.2.05.002.006.077 | Alat Rumah Tangga Lain-lain 15
18 | 1.3.2.05.003.006.004 | Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II 14
19 | 1.3.2.04.001.004.005 | Lemari Penyimpan 13

20 | 1.3.2.05.002.001.048 | Sofa 9




No Kode Keterangan Total
21 | 1.3.2.05.002.004.003 | A.C. Window 9
22 ] 1.3.2.06.001.002.061 | Lensa Kamera 8
23 | 1.3.2.06.001.002.105 | Layar Film/Projector 8
24 1 1.3.2.06.001.002.164 | Alat Studio Video Lainnya 8
25 | 1.3.2.05.001.004.001 | Lemari Besi/Metal 7
26 | 1.3.2.05.001.004.005 | Filing Cabinet Besi 7
27 | 1.3.2.05.001.005.034 | Display 7
28 | 1.3.2.05.002.001.008 | Meja Rapat 7
29 | 1.3.2.05.002.006.004 | Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya 7
( Home Use )
30 | 1.3.2.05.002.006.008 | Sound System 7
31 | 1.3.2.05.001.005.043 | LCD Projector/Infocus 6
32 | 1.3.2.05.002.001.032 | Kursi Putar 6
33 | 1.3.2.05.002.006.021 | Camera Video 6
34 | 1.3.2.05.003.003.008 | Kursi Kerja Pegawai Non Struktural 6
35 | 1.3.2.10.002.001.012 | Hard Disk 6
36 | 1.3.2.05.001.005.088 | Alat Kantor Lainnya S
37 1 1.3.2.05.002.001.014 | Meja Resepsionis )
38 | 1.3.2.05.002.004.007 | Exhause Fan )
39 | 1.3.2.05.003.002.011 | Meja Tamu Biasa S
40 | 1.3.2.06.001.002.126 | Camera Digital S
41 | 1.3.2.05.001.004.002 | Lemari Kayu 4
42 | 1.3.2.05.001.004.003 | Rak Besi 4
43 | 1.3.2.05.002.001.016 | Meja Tambahan 4
44 | 1.3.2.05.002.001.031 | Kursi Tamu 4
45 | 1.3.2.05.002.006.012 | Wireless 4
46 | 1.3.2.05.002.006.020 | Stabilisator 4
47 | 1.3.2.05.002.007.001 | Alat Pemadam /Portable 4
48 | 1.3.2.05.003.006.003 | Kursi Tamu di Ruangan Ketua/Wakil Ketua 4
DPRD
49 | 1.3.2.10.002.001.018 | peralatan mainframe lainnya (dst) 4
50 | 1.3.2.10.002.002.010 | Computer Compatible 4
51 | 1.3.2.05.001.003.007 | Mesin Fotocopy Folio 3




No Kode Keterangan Total
52 | 1.3.2.05.001.003.017 | Alat Reproduksi lainnya 3
53 | 1.3.2.05.001.005.002 | CCTV - Camera Control Television System 3
54 | 1.3.2.05.001.005.019 | Alat Pemotong Kertas 3
55 | 1.3.2.05.002.001.024 | Meja 1/2 Biro 3
56 | 1.3.2.05.002.001.030 | Kursi Rapat 3
57 | 1.3.2.05.002.005.002 | Kompor Gas (Alat Dapur) 3
58 | 1.3.2.05.002.006.029 | Gambar Presiden/Wakil Presiden 3
59 | 1.3.2.05.002.006.048 | Handy Cam 3
60 | 1.3.2.05.003.003.004 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 3
61 | 1.3.2.05.003.007.010 | Lemari Arsip Pejabat lainnya 3
62 | 1.3.2.06.001.001.036 | Microphone/Wireless MIC 3
63 | 1.3.2.06.001.001.048 | Uninterruptible Power Supply (UPS) 3
64 | 1.3.2.06.001.002.045 | Tripod Camera 3
65 | 1.3.2.07.002.005.025 | Alat Kesehatan Umum lainnya 3
66 | 1.3.2.10.002.004.001 | Server 3
67 | 1.3.2.01.003.007.001 | Mobil Workshop 2
68 | 1.3.2.02.001.002.003 | Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah 2
69 | 1.3.2.05.001.002.012 i\/[esin Penghitung Uang 2
70 | 1.3.2.05.001.004.020 | Lemari Display 2
71 | 1.3.2.05.001.005.076 | Papan Nama Instansi 2
72 | 1.3.2.05.002.001.002 | Meja Kerja Kayu 2
73 | 1.3.2.05.002.004.005 | Portable Air Conditioner (Alat Pendingin) 2
74 | 1.3.2.05.002.006.015 | Microphone Floor Stand 2
75 | 1.3.2.05.002.006.069 | Lampu 2
76 | 1.3.2.05.003.001.003 | Meja Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 2
77 | 1.3.2.05.003.001.004 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 2
78 | 1.3.2.05.003.002.008 | Meja Tamu Ruangan Tunggu Ketua/Wakil 2
Ketua DPRD
79 | 1.3.2.05.003.002.014 | Meja Rapat Pejabat lainnya 2
80 | 1.3.2.05.003.003.003 | Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD 2
81 | 1.3.2.05.003.004.007 | Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf 2
82 | 1.3.2.05.003.005.003 | Kursi = Hadap Depan Meja  Kerja 2

Ketua/Wakil Ketua DPRD




No Kode Keterangan Total
83 | 1.3.2.05.003.007.007 | Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis 2
84 | 1.3.2.06.001.001.096 | peralatan studio audio lainnya (dst) 2
85 | 1.3.2.06.001.002.034 | Teleprompter 2
86 | 1.3.2.06.001.002.044 | Digital Video Effect 2
87 |1.3.2.06.001.002.060 | Camera Film 2
88 | 1.3.2.06.002.001.010 | Facsimile 2
89 | 1.3.2.08.001.056.081 | Meja Kerja 2
90 | 1.3.2.10.001.001.008 | Komputer Jaringan lainnya 2
91 | 1.3.2.10.001.002.003 | Note Book 2
92 | 1.3.2.01.003.005.013 | pompa lainnya (dst) 1
93 | 1.3.2.02.001.001.001 | Sedan 1
94 | 1.3.2.03.002.001.005 |[ROL 1
95 | 1.3.2.03.002.003.004 | perkakas bengkel service lainnya (dst) 1
96 | 1.3.2.03.002.012.028 | Mesin Bor Listrik Tangan 1
97 | 1.3.2.04.001.005.004 | Alat Pengukur Temperatur 1
98 | 1.3.2.05.001.001.004 | Mesin Ketik Listrik 1
99 | 1.3.2.05.001.002.001 | Mesin Hitung Manual 1
100 | 1.3.2.05.001.005.008 | Copy Board/Elektric White Board 1
101 | 1.3.2.05.001.005.010 | Alat Penghancur Kertas 1
102 | 1.3.2.05.001.005.012 | Mesin Absensi 1
103 | 1.3.2.05.001.005.032 | White Board Electronic 1
104 | 1.3.2.05.001.005.077 | Papan Pengumuman 1
105 | 1.3.2.05.001.005.078 | Papan Tulis 1
106 | 1.3.2.05.002.001.012 | Meja Telepon 1
107 | 1.3.2.05.002.001.013 | Meja Podium 1
108 | 1.3.2.05.002.001.017 | Meja Panjang 1
109 | 1.3.2.05.002.001.029 | Kursi Fiber Glas/Plastik 1
110 | 1.3.2.05.002.001.033 | Kursi Biasa 1
111 | 1.3.2.05.002.002.001 | Jam Mekanis 1
112 | 1.3.2.05.002.003.001 | Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 1
113 | 1.3.2.05.002.003.007 | Alat Pembersih lainnya 1

10




No

Kode

Keterangan

Total

114

1.3.2.05.002.004.002

A.C. Sentral

115

1.3.2.05.002.004.006

Kipas Angin

116

1.3.2.05.002.004.015

Alat Pendingin lainnya

117

1.3.2.05.002.005.005

Rice Cooker (Alat Dapur)

118

1.3.2.05.002.006.007

Loudspeaker

119

1.3.2.05.002.006.014

Microphone

120

1.3.2.05.002.006.018

Unit Power Supply

121

1.3.2.05.002.006.033

Pataka

122

1.3.2.05.002.006.039

Mimbar/Podium

123

1.3.2.05.002.006.068

Tangga

124

1.3.2.05.002.007.017

Alat Pemadam Kebakaran lainnya

125

1.3.2.05.003.001.005

Meja Kerja Pejabat Eselon III

126

1.3.2.05.003.002.003

Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD

127

1.3.2.05.003.002.004

Meja Rapat Pejabat Eselon II

128

1.3.2.05.003.003.005

Kursi Kerja Pejabat Eselon III

129

1.3.2.05.003.003.006

Kursi Kerja Pejabat Eselon IV

130

1.3.2.05.003.004.003

Kursi Rapat Ruangan Rapat Ketua/Wakil
Ketua DPRD

131

1.3.2.05.003.004.004

Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon
I

132

1.3.2.05.003.004.005

Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon
111

133

1.3.2.06.001.001.001

Audio Mixing Console

134

1.3.2.06.001.001.035

Modulation Monitor Speaker Kabaret

135

1.3.2.06.001.001.037

Microphone/Boom Stand

136

1.3.2.06.001.001.042

Audio Master Control Unit

137

1.3.2.06.001.001.064

Chairman/Audio Conference

138

1.3.2.06.001.001.075

Digital Audio Taperecorder

139

1.3.2.06.001.001.078

Microphone Cable

140

1.3.2.06.001.002.015

Video Mixer

141

1.3.2.06.001.002.024

Video Processor

142

1.3.2.06.001.002.053

DC Converter

143

1.3.2.06.001.002.128

Lampu Blitz Kamera

144

1.3.2.06.001.002.130

Video Conference
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No Kode Keterangan Total

145 ] 1.3.2.06.001.004.003 | Mesin Cetak Listrik Sheet 1
146 | 1.3.2.06.001.004.014 | Mesin Jilid 1
147 | 1.3.2.06.002.001.003 | Pesawat Telephone 1
148 | 1.3.2.06.002.001.004 | Telephone Mobile 1
149 | 1.3.2.06.002.001.022 | alat komunikasi telephone lainnya (dst) 1
150 | 1.3.2.06.002.002.004 | alat komunikasi radio ssb lainnya (dst) 1
151 | 1.3.2.06.002.006.003 | Slide Projector (Lapangan) 1
152 |1 1.3.2.08.001.011.018 | Vacum Pump 1

153 | 1.3.2.08.007.003.001 | Tape Recorder (Alat Laboratorium 1
Kebisingan Dan Getaran)

154 | 1.3.2.09.004.009.135 | Set of Studio Lights 1
155 1.3.2.10.001.003.001 | Komputer Unit Lainnya 1
156 | 1.3.2.10.002.001.006 | CPU (Peralatan Mainframe) 1
157 | 1.3.2.10.002.001.013 | Keyboard (Peralatan Mainframe) 1
158 | 1.3.2.10.002.002.017 | Peralatan Minikomputer lainnya 1
159 | 1.3.2.10.002.003.002 | Monitor 1
160 | 1.3.2.10.002.003.017 | External/ Portable Hardisk 1
161 | 1.3.2.10.002.003.018 | Peralatan Personal Komputer lainnya 1
162 | 1.3.2.10.002.004.004 | Modem 1
163 | 1.3.2.10.002.004.033 | Peralatan Jaringan lainnya 1
164 | 1.3.2.15.004.005.006 | Air Conditioning (AC) 1

C. Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang

Mendasari pada Tujuan yang ditetapkan pada dokumen Renja
Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 yaitu meningkatnya kinerja
pelayanan Sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja DPRD, serta Sasaran
Strategis yaitu peningkatan kapasitas dan kualitas kinerja DPRD yang diukur
melalui persentase raperda menjadi perda dan peningkatan kualitas
penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang diukur melalui nilai
SAKIP, maka perumusan isu-isu strategis menjadi landasan penting dalam
menentukan arah kebijakan dan fokus pelaksanaan program kerja.

Isu strategis disusun untuk memastikan seluruh peran Sekretariat

DPRD dalam memfasilitasi fungsi pembentukan peraturan daerah,
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penganggaran, dan pengawasan DPRD dapat berjalan secara efektif,
akuntabel, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, isu strategis diarahkan untuk memperkuat dukungan administratif,
teknis, dan substantif terhadap DPRD agar kinerja kelembagaan DPRD
semakin optimal. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut,
Sekretariat DPRD dituntut untuk meningkatkan kualitas tata kelola,
profesionalitas aparatur, serta sistem perencanaan dan pelaporan kinerja.
Oleh karena itu, isu-isu strategis yang dirumuskan berikut ini menjadi
instrumen penting dalam mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Renja
Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025 secara terukur dan
berkelanjutan.

Isu strategis pertama berkaitan dengan optimalisasi fasilitasi
pembentukan peraturan daerah oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah.
Sekretariat DPRD dituntut mampu menyediakan dukungan administrasi,
persidangan, kajian hukum, dan perundang-undangan yang berkualitas agar
proses legislasi berjalan tepat waktu, tertib prosedur, dan sesuai ketentuan
hukum. Dinamika kebutuhan regulasi daerah yang semakin kompleks
menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
dalam mendukung penyusunan Propemperda, pembahasan raperda, hingga
pengesahan perda. Selain itu, koordinasi lintas perangkat daerah dan
pemangku kepentingan harus semakin diperkuat untuk menjamin
sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah. Tantangan ini menjadikan
penguatan fungsi fasilitasi legislasi sebagai isu strategis utama Sekretariat
DPRD.

Isu strategis kedua berfokus pada penguatan dukungan Sekretariat
DPRD terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran DPRD. Sekretariat DPRD
memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembahasan kebijakan anggaran,
mulai dari KUA-PPAS hingga penetapan APBD, agar selaras dengan dokumen
perencanaan pembangunan daerah. Keterbatasan waktu pembahasan,
tingginya tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan transparansi
anggaran menuntut dukungan data, analisis, dan administrasi keuangan yang
akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu, penguatan sistem perencanaan,
penatausahaan, serta pelaporan keuangan menjadi kebutuhan strategis yang
tidak dapat dihindari. Isu ini semakin relevan seiring meningkatnya ekspektasi

masyarakat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah.
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Isu strategis ketiga berkaitan dengan peningkatan kualitas fasilitasi
fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sekretariat DPRD dituntut mampu mendukung kegiatan pengawasan melalui
penyediaan data, dokumentasi, risalah, serta dukungan administratif bagi
rapat kerja, kunjungan lapangan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
Kompleksitas permasalahan pembangunan daerah menuntut penguatan
sistem monitoring dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis kinerja. Selain
itu, efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh ketepatan informasi dan
koordinasi dengan perangkat daerah terkait. Kondisi ini menjadikan
peningkatan kualitas dukungan pengawasan sebagai isu strategis yang perlu
mendapat perhatian berkelanjutan.

Isu strategis keempat adalah penguatan tata kelola kelembagaan
Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan
daerah yang akuntabel dan transparan. Kedudukan Sekretariat DPRD yang
berada di bawah Pimpinan DPRD serta dibina secara administratif oleh
Sekretaris Daerah menuntut kemampuan manajerial dan koordinasi yang
tinggi. Pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta
pemanfaatan teknologi informasi perlu terus ditingkatkan agar pelayanan
kesekretariatan semakin profesional dan responsif. Selain itu, tuntutan
akuntabilitas kinerja melalui penyusunan LKjIP yang berkualitas menjadi
bagian penting dalam memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu,
penguatan sistem manajemen kinerja dan tata kelola internal menjadi isu

strategis yang bersifat fundamental bagi Sekretariat DPRD.

D. Sistematika Penulisan

Mendasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara review atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah yang tertuang dalam lampiran 2 Petunjuk Teknis Penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintahan (LkjIP) Sekretariat DPRD Kota Semarang.
1. KATA PENGANTAR
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2.

Berisi maksud dan tujuan penulisan LKjIP dan ucapan terima kasih kepada
pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan kontribusi dalam
penyusunan laporan ini.

DAFTAR ISI

Berisi komponen LKjIP serta halaman masing-masing komponen untuk

mempermudah pembaca dalam mencari materi LKjIP.

3. BABI : PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Alasan  perlunya  keberadaan  masing-masing OPD dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, serta manfaat OPD bagi
masyarakat, Pemerintah Kota Semarang serta Negara Republik

Indonesia.

b. Uraian Singkat Organisasi

Berisi tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur

Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana.

. Isu Strategis Sekretariat DPRD

Penjelasan dari isu strategis yang diangkat dalam rangka mencapai

Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

. Sistematika Penulisan

Penjelasan tentang permasalahan utama yang sedang dihadapi

organisasi.

4. BABII :PERENCANAAN KINERJA

a. Rencana dan Target Kinerja

Uraian singkat tentang rencana kegiatan dan anggaran yang akan

dilaksanakan selama tahun anggaran serta target kinerja ditetapkan.

. IKU dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berisi terget-target penting yang sudah dijanjikan dan dijelaskan
mengenai ada atau tidaknya perbedaan antara target kinerja pada
rencana kerja dengan perjanjian kinerja, terutama menyangkut
kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan

program pada tahun tersebut.

5. BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi.
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b. Evaluasi Analisa Capaian Kinerja
Pada bagian ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan
analisis akuntabilitas kinerja, termasuk diantaranya menguraikan
secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan dan kendala
yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja.
c. Akuntabilitas Keuangan
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan
kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja. Akuntabilitas
keuangan dipaparkan dengan menyajikan alokasi dan realisasi
dikaitkan dengan pencapaian sasaran OPD.
1) Target Realisasi Pendapatan
2) Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja
3) Sisa Lebih Penghitungan Anggaran
6. BABIV :PENUTUP
Pada bab ini menguraikan secara umum tentang keberhasilan dan
kegagalan, permasalahan dan kendala utamayang berkaitan dengan kinerja
OPD, dan langkah-langkah antisipatif yang mungkin diambil untuk
mengatasi masalah yang berpotensi timbul pada masa yang akan datang.

7. Lampiran -lampiran
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Semarang

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada Kota Semarang serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam
masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus
berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan
umum daerah. Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh
Pemerintahan Kota Semarang pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan
pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan
kepala daerah terpilih. Visi Kota Semarang menjadi penting karena akan menyatukan
dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan
dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kota Semarang baik aparatur
pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalahan, isu-isu
strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional,
maka visi Kota Semarang untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Kota Semarang menjadi Pusat Ekonomi yang Maju, Berkeadilan Sosial, Lestari,

dan Inklusif’

Pokok Visi keempat : Pusat Ekonomi dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan

Inklusif

Misi Ketujuh : Mewujudkan Pelayanan Publik Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang

Berkualitas, Dinamis, Bersih, Bebas Dari Korupsi, Berkeadaban, Dan Inklusif

Berbasis Kota Cerdas

Tujuan ketujuh : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih

untuk melayani seluruh masyarakat .

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran yang harus dapat diwujudkan adalah

sebagai berikut:

a. Meningkatnya pemerintahan yang responsif dan berorientasi hasil, melalui
indikator Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Indeks Integritas
Nasional.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui indikator Indeks
Pelayanan Publik.

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kota Semarang,

diukur melalui persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Sesuai dengan arahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang
Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Kota Semarang berpedoman pada visi dan misi

Walikota yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Kota Semarang
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tahun 2025 -2029 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang undang Nomor 23 tahun
2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat
Daerah memuat tujuan sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan / urusan pemerintahan pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah. Pada penyusunan Renstra periode
2021-2026 visi dan misi Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi RPJMD dan
fungsi Sekretariat DPRD.

Sebagai salah satu komponen dan perencanaan strategis, tujuan dan sasaran
Pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang di tetapkan dengan mengacu pada
pernyataan visi dan misi RPJMD sesuai gambaran tentang kontribusi Sekretariat
DPRD sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Kepala Daerah dalam
mencapai visi dan misi bidang. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap
operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun
kedepan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dan keseluruhan kinerja
utama setiap elemen pelaksanaan pembangunan Sekretariat DPRD Kota Semarang.
Adapun tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang periode 2025-2029

adalah sebagai berikut

”Meningkatnya Kapasitas Kinerja Anggota DPRD”

Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan
indikator tujuan dari Sekretariat DPRD Kota Semarang, yaitu "Persentase Raperda
menjadi Perda”. Indikator ini diukur dari prosentase Raperda yang diusulkan dan
telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Dalam mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian
tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas kelembagaan DPRD

2. Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator sasaran “Meningkatnya efektivitas dukungan penguatan kapasitas
kelembagaan DPRD” yaitu ”Persentase Raperda yang disetujui DPRD. Indikator
sasaran “Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan Sekretariat DPRD” yaitu “Nilai
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat DPRD” dan “Indeks
Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD”.

Indikator Persentase Raperda yang disetujui DPRD diukur dari persentase
capaian Jumlah Raperda yang disetujui untuk dibahas oleh DPRD Kota Semarang.
Indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD diukur dari komponen Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi dan Capaian Kinerja sedangkan
indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD diukur dengan penilaian
sikap, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan sekretariat DPRD.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sekretariat DPRD merupakan ukuran
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kuantitatif terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan (anggota DPRD, staf ahli,
maupun masyarakat) terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat
DPRD. Indeks ini mencerminkan persepsi penerima layanan atas kinerja Sekretariat
DPRD dalam memberikan dukungan administratif, teknis, dan fasilitatif dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

B. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang
menggambarkan kinerja utama Instansi Pemerintah sesuai dengan tugas dan
fungsi serta mandat (core business) yang di emban. Perubahan Indikator
Kinerja Utama ditetapkan sebagai dasar penilaian dalam pengukuran dan
peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sekretariat DPRD Kota Semarang telah menetapkan IKU Sekretariat DPRD
Kota Semarang Tahun 2021- 2026, Namun seiring dengan di lakukannya
Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021- 2026, maka kemudian
dilakukan Perubahan IKU sekretariat DPRD Kota Semarang yang merupakan
ukuran keberhasilan dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis
sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama ( IKU)
Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021- 2026

Data TARGET
TUJUAN/ INDIKATOR Awal
NO | SASARAN | KINERJA/ (capain | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
STRAGTEGIS | SASARAN 2019/
2020)
1. Meningkatkan | Index NA 85 90 95 95 100
Kinerja Kepuasan
Pelayanan DPRD
Sekretariat terhadap
DPRD dalam Layanan
mendukung Sekretariat
Kinerja DPRD | DPRD Kota
Kota Semarang
Semarang
2. Meningkatnya | Prosentase 25 76.47 | 82.35 | 88.24 | 94.12 | 94.12
kapasitas dam | Raperda
kualitas menjadi Perda
Kinerja DPRD
Kota
Semarang
3. Meningkatnya | Nilai SAKIP 77.94 | 79.94 | 81.00 | 82.00 | 85.00 | 85.00
penyelenggara | OPD
an tugas
fungsi
Sekretariat
DPRD

Sumber : Renstra Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2021-2026
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Selanjutnya Pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Semarang juga telah
menetapkan perjanjian Kinerja, yang kemudian diubah dengan Perubahan
Perjanjian Kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan
penugasan Walikota Semarang kepada Sekretaris DPRD Kota Semarang, serta
dari Sekretaris DPRD Kota Semarang kepada pimpinan yang lebih rendah
secara berjenjang untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan
yang disertai dengan Indikator Kinerja

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja yang menggambarkan
hasil-hasil yang utama dan konsisi yang seharusnya tanpa mengesampingkan
indikator lain yang relevan. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan
dokumen perencanaan serta mencantumkan Indikator Kinerja dan targer
kinerja

Adapun Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis yang termuat
dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Semarang sebagai
berikut :

Tabel 2.2

Matriks Tujuan dan Sasaran beserta Indikator dan Target Kinerja pada
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun
2025

(Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II )

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

1. Meningkatbya Prosentase Raperda 94.12 % 93.75 %
Kapasitas dan Kualitas | menjadi Perda
Kinerja DPRD

2. Meningkatkan Nilai AKIP OPD 82 .00 % 79,10 %
Penyelenggaraan tugas
fungsi Sekretariat
DPRD

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Dalam pencapain tujuan sasaran strategis tersebut kemudian ditetapkan
Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025
pada tataran Eselon III ( Kepala Bagian ) serta Eselon IV ( Kepala Sub Bagian

dan Pejabat Fungsional)
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Tabel 2.3

Matriks Program Kegiatan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat
DPRD Kota Semarang Tahun 2025

(Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon II)

ANGGARAN
NO. PROGRAM PERUBAHAN REALISASI %
R (Rp.)
(Rp.)
1. Penunjang Urusan 70.680.649.531 65.419.527.967 | 92,56
Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota
2. Dukungan Pelaksanaan Tugas 48.065.417.446 33.134.740.449 | 68,94
dan Fungsi DPRD
JUMLAH 118.746.066.977 | 98.554.268.416 | 83,00

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretaris DPRD Kota Semarang Tahun 2025

Tabel 2.4

Matriks Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerja
pada Perubahan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2024

(Perubahan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV )

URUSAN, BIDANG URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGEOTz'z_AHUN
SUB KEGIATAN
Unsur Pendukung Urusan
Pemerintahan
Sekretariat DPRD
Progra.rn Penunjang Urusan Persentase Perencanaan dan
Pemerintahan Daerah Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD 100%
Kabupaten/Kota P J
Persentase Kinerja administrasi dan
pealporan keuangan Sekretariat 100%
DPRD
Persentase tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran Sekretariat 100%
DPRD
persentase peningkatan 100%
kemampuan ASN Sekretariat DPRD 0
Perencanaan,

Penganggaran Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Tertib Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Pelaporan

9 dokumen

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Renja, Perubahan
Renja dan PUG tersusun

3 dokumen

Koordinasi Dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA tersusun

1 dokumen
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URUSAN, BIDANG URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN
2024

Koordinasi Dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA
tersusun

1 dokumen

Koordinasi Dan Penyusunan
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA tersusun

1 dokumen

Koordinasi Dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA
tersusun

1 dokumen

Koordinasi Dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
Dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja &
Ikhtisar Realisasi Kinerja

1 dokumen

Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen LKPJ, LKjIP dan
RTP yang tersusun

1 dokumen

Administrasi Keuangan

Tertib Penyusunan Dokumen

L . 100%
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan ASN
Penyediaan Gaji Dan Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN
4 100%
Tunjangan ASN terbayar
. . . persentase terpenuhinya
Penyediaan Administrasi Penyediaan Administrasi 100%

Pelaksanaan Tugas ASN

Pelaksanaan Tugas ASN

Koordinasi Dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD

Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan

1 dokumen

Koordinasi Dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlah Dokumen Laporan
Keuangan

18 dokumen

Administrasi Barang Milik
Daerah Pada Perangkat
Daerah

Persentase dokumen administrasi
Pengamanan BMD

100%

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

Jumlah Dokumen kontrak
pengamanan Barang Milik Daerah

1 dokumen

Administrasi Kepegawaian

Cakupan Peningkatan Kapasitas

Perangkat Daerah Sumber Daya Aparatur S ey
Bimbingan T'eknls Jumlah ASN yang mengikuti
Implementasi Peraturan . . 81 orang
Diklat/Workshop/Bintek 81 orang
Perundang-Undangan
Administrasi Umum Cakupan Pelayanan Adm
Perkantoran Sarana & Prasarana 100%
Perangkat Daerah
Aparatur
Penyediaan Komponen -
Instalasi Listrik /Penerangan nglah alat-alat listrik yang 100%
digunakan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Jumlah peralatan rumah tangga 100%

Rumah Tangga

yang terpakai
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URUSAN, BIDANG URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TARG:OTz'ZAHUN
SUB KEGIATAN
Penyediaan Peralatan Bahan | Jumlah Bahan Logistik yang
Y . 100%
Logistik Kantor tersedia
Penyediaan Barang Cetakan | Jumlah barang cetakan dan
. - 100%
Dan Penggandaan penggandaan yang dihasilkan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Bhn Bacaan anggota DPRD
Dan Peraturan Perundang- . 100%
dan Sekretariat DPRD terbayar
Undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu qulah Bulan Jampan Malkan & 100%
Minum yang tersedia
Penyelenggaraan Rapat Jumlgh te}*penuhlnya rap:at—rapat
Koordinasi Dan Konsultasi koordinasi dan konsultasi 100%
Skod Pimpinan/Anggota DPRD serta ASN ?
p ke dalam dan luar daerah
Pengadaan Barang Milik Cakupan Pelayanan Kendaraan
Daerah Penunjang Urusan Dinas, Peralatan Mesin, Pendukung 100%
Pemerintahan Daerah Gedung Ktr/Bangunan Lainnya
Pengadaan Kendaraan Dinas | Jumlah Pengadaan Kendaraan
) - . 100%
Operasional Atau Lapangan Dinas Operasional/Lapangan
Pengadaan Peralatan Dan Jumlah Peralatan dan Mesin
; . : . 100%
Mesin Lainnya Lainnya terpenuhi
Pengadaan Sarana Dan
Prasarana Pendukung Jumlah Kebutuhan Perlengkpan 100%
Gedung Kantor Atau Ged Kantr/Bangunan Lainnya ?
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang | Cakupan Pelayanan Umum Kantor,
Urusan Pemerintahan Jasa Surat Menyurat, Komunikasi 12 bulan
Daerah Sumber daya Air & Listrik
Penyediaan Jasa Surat Jumlah materai yang terpakai 12 bulan
Menyurat
Peny edl'aan'Jasa Jumlah Rekening Listrik, Telepon,
Komunikasi, Sumber Daya . 12 bulan
. . Air dan TV Kabel terbayar
Air Dan Listrik
. Jumlah Honorarium tenaga
Penyediaan Jasa Pelayanan . .
kebersihan, pengemudi dan pantry 12 bulan
Umum Kantor
terbayar
Pemeliharaan Barang Milik CETabpEn Pela}yanan Pemehharaap
. Kendaraan Dinas, Peralatan Mesin,
Daerah Penunjang Urusan 100%
R Pendukung Gedung Ktr/Bangunan
Pemerintahan Daerah .
Lainnya
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
. . Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Pajak Dan Dinas/Operasional terpelihara 100%
Perijinan Kendaraan Dinas p p
Operasional Atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan Dan | Jumlah Peralatan dan Mesin 100%
(o}

Mesin Lainnya

Gedung kantor yang terawat
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URUSAN, BIDANG URUSAN,

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA TARGSOTz'z_AHUN
SUB KEGIATAN
gzlélﬁﬁhal{r:li?og gzgabﬂltam Jumlah Gedung Kantor dan Rumah 100%
g . Jabatan Ketua DPRD terpelihara ?
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana Dan Prasana Jumlah Peralatan Gedung kantor 100%

Pendukung Gedung Kantor
Atau Bangunan Lainnya

yang terawat

Layanan Keuangan Dan
Kesejahteraan Dprd

Tertib Penyusunan Dokumen
Admninistrasi Keuangan DPRD

50 orang/bulan

Penyelenggaraan

Administrasi Keuangan Jumlah Laporan Keuangan DPRD 12 bulan

DPRD

Penyediaan Pakaian Dinas . .

Dan Atribut DPRD Jumlah Pakaian Dinas DPRD 100 bulan

Layanan Administrasi Dprd flntbls vpR g s 100 persen
DPRD

Penyediaan Kebutuhan Prosentase Kebutuhan Rumah 100%

Rumah Tangga DPRD

Tangga Ketua DPRD yang tersedia

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas Dan
Fungsi DPRD

Jumlah Raperda yang disetujui
DPRD

16 dokumen

Pembentukan Peraturan
Daerah Dan Peraturan Dprd

Jumlah Raperda yang diusulkan

16 dokumen

Pembahasan Rancangan

Jumlah Dokumen Penyusunan

Peraturan Daerah Raperda 14 buah
Peningkatan Kapasitas Prosentase Peningkatan Kapasitas 100%
Dprd DPRD o
Publikasi Dan Dokumentasi | Jumlah Laporan Penyebarluasan 100%
Dewan informasi Raperda 300 titik ?
Peny e('ilaan Kelompok Palar Jumlah Dokumen Kajian 100%
Dan Tim Ahli
Tersampaikannya Informasi melalui
Penyelenggaraan Hubungan | Baliho yang terpasang, Penerbitan 100%

Masyarakat

Majalah Media dialog interaktif TV
dan Radio

Penyerapan Dan
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

Terserapnya Aspirasi Masyarakat

150 dokumen

Pelaksanaan Reses

Jumlah Dokumen Reses 150

150 dokumen

Fasilitasi Tugas DPRD

Terlaksananya Koordinasi &
Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD

100%
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URUSAN, BIDANG URUSAN,
PROGRAM, KEGIATAN DAN
SUB KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET TAHUN
2024

Koordinasi Dan Konsultasi
Pelaksanaan Tugas DPRD

Jumlah Dokumen Kunjungan Kerja
dan Konsultasi Pimpinan dan
Anggota DPRD

100%

Fasilitasi Tugas Pimpinan
DPRD

Terselenggaranya Rapat Dengar
Pendapat dan konsultasi publik
Rapat Paripurna

100%
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BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Capaian kinerja diperoleh melalui pengukuran kinerja yang dilakukan
dalam rangka menjamin adanya peningkatan pelayanan serta akuntabilitas
organisai dengan melakukan klarifikasi terhadap capaian target untuk
mewujudkan organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja ini dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi (realisasi) dengan kinerja
yang di harapkan (target).

Adapun capain kinerja Sekretariat DPRD Kota Semarang Tahun 2025
yang di dapatkan melalui pengukuran terhadap target indikator kinerja yang
telah di tetapkan untuk tahun 2025. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut
selanjutnya dapat di lakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana
keberhasilan dan kegagalan pencapain target indikator kinerja Sekretariat
DPRD Kota Semarang pada tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja pemerintah dilakukan dengan cara
membandingkan antara realisasi terhadap target indikator kinerja, dengan
perhitungan sebagai berikut :

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi

capaiannya :

Realisasi Kinerja % 100%
Target

% Capaian Kinerja =

- Indikator kinerja bila semakin tinggi realisasinya maka semakin rendah

capaiannya :

Target — (Realisasi -Target) x 100%
Target

% Capaian Kinerja =

Selanjutnya hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk
masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat
sasaran.

Capaian kinerja yang di peroleh dari hasil pengukuran kinerja tersebut
kemudian di kelompokkan skala nilai peringkat capaian kinerja, dengan
mengadopsi perangkat kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

26



90 < x : Sangat Tinggi
75 <x <90 : Tinggi

65 <x <75 : Sedang

50 < x <65 : Rendah

x < 50 : Sangat Rendah

Selanjutnya akan dijabarkan capaian kinerja tahun 2025 untuk tujuan
dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Semarang dimana data yang digunakan

adalah data yang diperoleh sampai dengan Januari 2026

1. Capaian Kinerja Atas Indikator Tujuan Sekretariat DPRD Kota Semarang
Tujuan Sekretariat DPRD Kota Semarang adalah Tujuan
”Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung
kinerja DPRD” dimana tolak ukur keberhasilannya adalah pencapaian target
indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD”.

Adapun analis atas capaian kinerjanya sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

1.1. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Kinerja Tahun ini
Pada Tahun 2025 target dari indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap
layanan Sekretariat DPRD” adalah 95% telah tercapai 95 % , yang memiliki

peringkat capaian kinerja sangat tinggi sebagaimana tersaji dalam tabel

berikut :
Tabel 3.1 Capaian Indikator Tujuan Sekretariat DPRD Tahun 2025
NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
TARGET REALISASI %
1 Indeks Kepuasan DPRD terhadap 95 % 95 % 95 %
layanan Sekretariat DPRD

1.2. Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir
Perbandingan antara Realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan
beberapa tahun terakhir dapat disajikan sebagaimana tercantum dalam tabel

berikut :
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Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator

Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat DPRD

T TAHUN 2024
Tujuan Toator | satuan 2024 | 2023
inerja L. .
Target Realisasi | Capaian
"Meningkatkan Indeks % 95 95 100 95 90

kinerja pelayanan | Kepuasan
sekretariat DPRD | DPRD

dalam terhadap

mendukung layanan

kinerja DPRD” Sekretariat
DPRD

Pengukuran Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat
DPRD Kota Semarang pada tahun 2025 yang di targetkan 95 % dan tercapai
100 %. Pengukuran indeks kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat
DPRD Kota Semarang dilaksanakan untuk mengetahui gambaran kepuasan

DPRD Kota Semarang terhadap layanan Sekretariat DPRD Kota Semarang

1.3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan |/
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
Untuk indikator Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Sekretariat
DPRD Kota Semarang, target sebesar 95% telah tercapai dengan realiasi 95%
(capaian 100%), dengan peringkat capaian kinerja sangat tinggi. Keberhasilan
atas pencapaian target indikator kinerja ini dikarenakan berbagai upaya yang
dilakukan Sekretariat DPRD diantaranya sebagai berikut :
a. Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD dalam Memfasilitasi Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi DPRD
b. Penguatan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun anggaran 2025, Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung
pencapaian tujuan Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam
mendukung kinerja DPRD adalah sebesar Rpl118.746.066.977 dengan
capaian realisasi keuangan sebesar 83,00% atau Rp98.554.268.416 dari pagu
perubahan anggaran tahun 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk
mencapai 2 sasaran yaitu sasaran kesatu Meningkatnya kapasitas dan

kualitas kinerja DPRD dengan indikator Persentase Raperda menjadi Perda
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dan Sasaran kedua adalah Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai SAKIP OPD.

Tabel 3.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun

2025
Capaian Sasaran Efisiensi
% Realisasi Penggunaan
Anggaran Sumber Daya
Sasaran Target Realisasi | Capaian Anggaran
Tujuan :
Meningkatkan kinerja
pelayanan sekretariat DPRD
dalam mendukung kinerja
DPRD
95% 95% 100 83,00 17
Indikator Tujuan :
Indeks Kepuasan DPRD
terhadap layanan Sekretariat
DPRD

1.5. Analisis Sasaran yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa tujuan Tujuan :
“Meningkatkan kinerja pelayanan sekretariat DPRD dalam mendukung kinerja
DPRD” dengan indikator Tujuan “Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan
Sekretariat DPRD” didukung oleh pelaksanaan 2 sasaran yaitu sasaran kesatu
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD dan Sasaran kedua adalah
Meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Adapun
analisis atas masing-masing sasaran yang menunjang akan dibahas lebih

lanjut pada pembahasan Sasaran 1 dan Sasaran 2 Sekretariat DPRD.

2. Capaian Kinerja atas Sasaran 1 Sekretariat DPRD Kota Semarang :
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD

2.1. Pengukuran kinerja antara target 2025 dan realisasi 2025

Pada tahun 2025 indikator kinerja Sasaran 1 adalah prosentase Raperda
menjadi Perda dengan angka capaian 93,75% dengan predikat sangat tinggi.
Target sebanyak 15 Raperda usulan dari propemperda ditambah 1 Raperda
diluar usulan propemperda total menjadi 16 Raperda, akan tetapi realisasinya
mencapai 15 Raperda atau sebesar 93,75%. Capaian ini menunjukkan bahwa

terdapat 1 Raperda yang belum ditetapkan ditahun 2025 yaitu Raperda
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tentang Penyelenggaraan Pendidikan, saat ini posisi masih dalam

pembahahasan fasilitasi Pemerintah Propinsi dan Kemenkum.

Tabel 3.4 Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 1

SASARAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025
TARGET | REALISASI %
Meningkatnya kapasitas | Prosentase Raperda 16 15 93,75
dan kualitas kinerja DPRD menjadi Perda

2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan tahun lalu dan

Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja dari Prosentase
Raperda menjadi Perda tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja dengan

tahun sebelumnya

Tahun 2025
INDIKATOR
° 2024 2023
KINERJA Target Realisasi Cap/;ian
Persentase Raperda 16 15 93,75% 62,50% 62,50%
menjadi Perda

Capaian ini apabila dibandingkan dengan tahun 2024, terjadi
peningkatan kinerja yang signifikan. Pada tahun 2024, realisasi capaian
sebesar 62,5%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 93,75%.
Peningkatan sebesar 31,25% ini menunjukkan adanya perbaikan dalam proses
pembahasan dan persetujuan Raperda di DPRD. Meskipun demikian,
pencapaian tahun 2025 masih belum memenuhi target yang ditetapkan,
sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk
mengoptimalkan proses legislasi agar dapat mencapai target 100% di tahun-

tahun mendatang.
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2.3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka

Menengah

Tabel 3.6 Perbandingan Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan

Target Jangka Menengah

Capaian Thdp

Target  Akhir Target  Akhir

Indikator Periode Realisasi :
Sasaran . . Satuan Periode
Kinerja Jangka Tahun 2025 I
Menengah Jangka
Menengah (%)
Meningkatnya | Prosentase % 94,12 93,75 99.61
kapasitas dan | Raperda
kualitas menjadi Perda

kinerja DPRD

Berdasarkan tabel 3.6 Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini
dengan Target Jangka Menengah, dapat dijelaskan bahwa sasaran
meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD diukur melalui indikator
persentase Raperda yang ditetapkan menjadi peraturan daerah. Pada periode
jangka menengah, target akhir yang ditetapkan sebesar 94,12%, sedangkan
realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar 93,75 persen. Dengan
capaian tersebut, tingkat realisasi terhadap target akhir periode jangka
menengah mencapai 99,61%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD
dalam penyelenggaraan fungsi legislasi telah berjalan sangat optimal dan
hampir sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan, meskipun masih
diperlukan upaya konsistensi dan peningkatan kualitas proses pembahasan

agar target akhir periode jangka menengah dapat tercapai secara maksimal.

2.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /

Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk indikator Persentase Raperda menjadi Perda, target sebesar 16
Raperda atau 100% dari Propemperda 2025 belum sepenuhnya dapat tercapai
yaitu 15 Raperda yang ditetapkan menjadi Perda. Capaian ini sebesar 93,75%
dengan peringkat capaian sangat tinggi. Keberhasilan atas belum tercapaianya
target indikator ini dikarenakan : koordinasi yang kurang optimal antara DPRD
dengan Pemerintah Daerah, kompleksitas materi muatan Raperda yang
memerlukan pembahasan mendalam, dan keterbatasan waktu pembahasan.

Adapun Raperda yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
Rancangan Peraturan Daerah yang telah di tetapkan pada tahun 2025
sebanyak 15 (lima belas) Raperda yaitu :
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1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pelayanan Administrasi
Kependudukan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Kelola Badan
Usaha Milik Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan
Sampah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penanganan
Tuberkulosis (TBC) di Kota Semarang

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Keterbukaan
Informasi Publik

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang APBD Kota
Semarang Tahun Anggaran 2026

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 2025

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota semarang Tahun Anggaran
2024

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana
Pembangunan Industri Kota

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Fasilitasi
Pengembangan Pondok Pesantren

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyertaan Modal
Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perubahan
Nomenklatur PT. BPR. Bank Pasar

Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan

Pendidikan
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2.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tahun 2025 anggaran yang menunjang pencapaian sasaran
Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD adalah pelaksanan dalam
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Anggaran pada
program ini sebesar Rp 48.065.417.446 dengan capaian realisasi anggaran
program sebesar Rp 33.134.740.449 atau sebesar 68,94%.

Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal
ini berupa anggaran) terhadap pencapaian sasaran dilakukan dengan
menyandingkan antara capaian indikator sasaran dengan persentase realisasi
anggaran dari sasaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya

terhadap pencapaian sasaran ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Sasaran Meningkatnya kapasitas dan kualitas kinerja DPRD

Capaian Sasaran Efisiensi
b % Realisasi Penggunaan
Anggaran Sumber Daya
Sasaran Target | Realisasi | Capaian Anggaran
Sasaran 1 :
Meningkatnya kapasitas dan
kualitas kinerja DPRD
16 15 93,75% 68,94% 31,06%
Indikator Sasaran 1 :
Persentase Raperda menjadi Perda

2.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sasaran
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kinerja DPRD didukung oleh
pelaksanaan 1 Program yaitu, Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD. Adapun analisis terhadap program tersebut beserta kegiatan
dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian target indikator
sasaran ini sebagaimana dijelaskan berikut :
1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah Jumlah
Raperda yang disetujui oleh DPRD dengan target dan capaian realisasi sebagai

berikut :
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Tabel 3.8 Realisasi Indikator Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi DPRD Tahun 2025

Tahun 2025 Realisasi Realisasi
Indikator Kinerja Program 2023 2022
Target | Realisasi | Capaian
Jumlah Raperda yang disetujui o o o
oleh DPRD 16 15 93,75% 62,50% 62,50%
Realisasi sebesar 93,75% ini meningkat signifikan dari tahun

sebelumnya 62,50%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam
proses pembahasan dan persetujuan Raperda di DPRD. Meskipun demikian,
pencapaian tahun 2025 masih belum memenuhi target yang ditetapkan,
sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk
mengoptimalkan proses legislasi agar dapat mencapai target 100% di tahun-
tahun mendatang.

Indikator kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan 4 Kegiatan dengan 7

Sub Kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagai berikut :

Tabel 3.9 Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan dan Sub Kegiatan Program

Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Reses 150

KEGIATAN/SUB INDIKATOR REALISASI
KEGIATAN KINERJA LWARCIAT 2 2025 CAPAIAN
Pembentukan Jumlah Raperda 16 Raperda 15 Raperda 93,75%
Peraturan Daerah yang diusulkan
Dan Peraturan DPRD
Pembahasan Jumlah Dokumen 16 dokumen 15 Dokumen 93,75%
Rancangan Penyusunan Raperda
Peraturan Daerah
Peningkatan Prosentase 100% 100% 100
Kapasitas DPRD Peningkatan
Kapasitas DPRD
Publikasi Dan Jumlah dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100
Dokumentasi Dewan | publikasi dan
dokumentasi dewan
Penyediaan Jumlah orang dalam 21 orang 21 orang 100
Kelompok Pakar Dan | kelompok Pakar dan
Tim Ahli Tim Ahli
Penyelenggaraan Jumlah dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100
Hubungan hasil
Masyarakat penyelenggaraan
hubungan
masyarakat
Penyerapan Dan Terserapnya Aspirasi 100% 100% 100
Penghimpunan Masyarakat
Aspirasi Masyarakat
Pelaksanaan Reses Jumlah Dokumen 150 dokumen 150 dokumen 100
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KEGIATAN/SUB INDIKATOR REALISASI
KEGIATAN KINERJA TARGET 2025 2025 CAPAIAN
Fasilitasi Tugas Terlaksananya 100% 100% 100
DPRD Koordinasi &
Konsultasi
Pelaksanaan Tugas
DPRD
Koordinasi Dan Jumlah Dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100
Konsultasi Kunjungan Kerja dan
Pelaksanaan Tugas Konsultasi Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD
Fasilitasi Tugas Jumlah dokumen 12 dokumen 12 dokumen 100
Pimpinan DPRD hasil fasilitasi tugas
pimpinan DPRD
3. Capaian Kinerja Atas Sasaran 2 Sekretariat DPRD Meningkatnya
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
Sasaran 2  Sekretariat DPRD Kota Semarang Meningkatnya

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dimana tolak ukur

keberhasilan adalah pencapaian target indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD

3.1. Perbandingan Antaran Realisasi dengan Target Kinerja Tahun ini

Pada tahun 2025 target indikator "Nilai AKIP Sekretariat DPRD” sebesar

79.10. Realisasi tersebut diperoleh dari agregat beberapa indikator sebagai

berikut :
Tabel 3.10 Nilai AKIP Sekretariat DPRD Tahun 2025

Indikator Penilaian/ Komponen AKIP Nilai

1 | Perencanaan Kinerja 23.70

2 | Pengukuran Kinerja 23.40

3 | Pelaporan Kinerja 12.00

4 | Evaluasi Kinerja 20.00

Nilai AKIP Sekretariat DPRD 79.10

3.2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu

dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja dari “Nilai AKIP

Sekretariat DPRD” tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
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Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dan Tahun Sebelumnya

Tahun 2025
INDIKATOR
° 2024 2023
KINERJA Target Realisasi /°.
Capaian
Nilai AKIP Sekretariat 82.00 79.10 96.46 77.15 74.80
DPRD

Berdasarkan Tabel 3.11 tentang Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun
ini dan Tahun Sebelumnya, Nilai AKIP Sekretariat DPRD pada Tahun 2025
menunjukkan kinerja yang relatif baik dengan realisasi sebesar 79,10 dari
target yang ditetapkan sebesar 82,00 atau mencapai 96,46 persen. Meskipun
target belum sepenuhnya tercapai, capaian tersebut menunjukkan adanya
peningkatan kinerja secara konsisten dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya, di mana Nilai AKIP pada Tahun 2024 tercatat sebesar 77,15 dan
pada Tahun 2023 sebesar 74,80. Tren peningkatan ini mengindikasikan bahwa
upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, perencanaan kinerja, serta
penguatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat DPRD telah
berjalan secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kualitas kinerja organisasi dari tahun ke tahun.

3.3. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Kinerja Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah
Perbandingan antara Realisasi Kinerja dari ”Nilai AKIP Sekretariat
DPRD” dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum dalam tabel
berikut :
Tabel 3.12 Perbandingan antara Realisasi Kinerja dari "Nilai AKIP

Sekretariat DPRD” dengan Target Jangka Menengah

Capaian Thdp

Target Akhir Target Akhir

Indikator Periode Realisasi .
Sasaran . . Satuan Periode
Kinerja Jangka Tahun 2025
Menengah Jangka
Menengah (%)

Meningkatnya Nilai AKIP Nilai 85.00 79.10 93.05
Penyelenggaraan | Sekretariat
Tugas dan DPRD
Fungsi
Sekretariat
DPRD

Berdasarkan Tabel 3.11 tentang perbandingan antara realisasi kinerja Nilai
AKIP Sekretariat DPRD dengan target jangka menengah, dapat dijelaskan
bahwa sasaran meningkatnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat

DPRD diukur melalui indikator Nilai AKIP Sekretariat DPRD dengan satuan
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nilai. Target akhir periode jangka menengah ditetapkan sebesar 85,00,
sementara realisasi yang berhasil dicapai pada Tahun 2025 adalah sebesar
79,10. Dengan capaian tersebut, persentase realisasi terhadap target akhir
periode jangka menengah mencapai 93,05 persen. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kinerja Sekretariat DPRD telah berada pada jalur yang tepat dan
mendekati target yang direncanakan dalam periode jangka menengah,
meskipun masih diperlukan upaya penguatan dan perbaikan berkelanjutan
dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja agar target akhir dapat tercapai

secara optimal.

3.4. Perbandingan Antara Realisasi dengan Target Kinerja Tahun ini dengan
Target Jangka Menengah
Realisasi indikator “Nilai AKIP Sekretariat DPRD” tahun 2024 lebih tinggi
jika dibandingkan dengan Nilai AKIP Kota Semarang, dan rata-rata Nilai AKIP
Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2024. Namun, lebih rendah dari Nilai

AKIP Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana terlihat dari diagram berikut :

90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00

10,00

0,00
AKIP Sekretariat ~ AKIP Kota Semarang AKIP Provinsi Jawa Rata-rata Nilai AKIP
DPRD Tengah Kabupaten/Kota

Gambar Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja Tahun ini
dengan Target Jangka Menengah
3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan /
Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
a. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu di evaluasi dan
diperbarui sehingga ada keselerasan antara program dan kegiatan;
b. Pelaporan kinerja telag menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik

tepat waktu;
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c. Pemantauan dan evaluasi mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta
hambatannya di lakukan secara berkala dan berkelanjutan pada saat rapat
koordinasi rutin;

d. Pemanfaat hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan

kinerja tahun berjalan.

3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2025, anggaran yang digunakan untuk mendukung
pencapaian sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp70.680.649.531,00 dengan realisasi
sebesar Rp. 65.419.527.967,00 atau sebesar 94,22 %. Anggaran tersebut
digunakan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pada
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk mengetahui efisiensi atas penggunaan sumber daya (dalam hal
ini berupa anggaran) terhadap pencapaian sasaran, dilakukan dengan
menyandingkan antara capaian indikator sasaran dengan persentase realisasi
anggaran sasaran. Adapun efisiensi atas penggunaan sumber daya terhadap
pencapaian sasaran ini tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.13 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Tahun

2025 Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD
Capaian Sasaran Efisiensi
b % Realisasi Penggunaan
Anggaran Sumber Daya
Sasaran Target | Realisasi | Capaian Anggaran
Sasaran 2 :
Meningkatnya Penyelenggaraan
Tugas dan Fungsi Sekretariat
DPRD 16 15 93,75% 94,22% 5,78%
Indikator Sasaran 2 :
Nilai AKIP Sekretariat DPRD

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun
Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah disebutkan bahwa sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan

Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dengan indikator Nilai AKIP Sekretariat

DPRD didukung oleh pelaksanaan 1 program, yaitu Program Penunjang

Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Adapun analisis atas program
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beserta kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian
target indikator sasaran ini sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :
1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai dalam program ini adalah : (1)
Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD; (2)
Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat DPRD;
(3) Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD; dan (4)
Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Perkantoran Sekretariat DPRD,

dengan target dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.14 Realisasi Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota

Tahun 2025
Indikator Kinerja Realisasi Realisasi
Target Realisasi % 2024 2023
1 | Persentase Perencanaan dan 100% 100% 100 100% 100%
Pelaporan Kinerja
2 | Persentase kinerja administrasi 100% 100% 100 100% 100%
dan pelaporan kinerja
3 | Persentase peningkatan 100% 100% 100 100% 100%
kemampuan ASN
4 | Persentase tersedianya sarana 100% 100% 100 100% 100%
dan prasarana perkantoran

Pada tahun 2025 kinerja yang dicapai dalam program Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah :

a. Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Sekretariat DPRD, dimana
dari target sebesar 100,00%, realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian
100,00%). Kondisi ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya.
Indikator kinerja tersebut dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan 7 sub kegiatan, yaitu : (1) Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah; (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD; (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-
SKPD; (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD; (5) Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; (6) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
dan (7) Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah.

b. Persentase kinerja administrasi dan pelaporan kinerja, dimana target
sebesar 100,00%, realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian 100,00%).
Kondisi ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja

tersebut dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Administrasi
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Keuangan Perangkat Daerah, dengan 5 sub kegiatan, yaitu : (1) Penyediaan

Gaji dan Tunjangan ASN; (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas

ASN; (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

SKPD; dan (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

. Persentase peningkatan kemampuan ASN, dimana dari target sebesar

100,00%, realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian 100,00%). Kondisi

ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya. Indikator kinerja

tersebut dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Administrasi

Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan 1 sub kegiatan, yaitu : Sub

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

. Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran, dimana dari

target sebesar 100,00%, realisasinya adalah sebesar 100,00% (capaian

100,00%). Kondisi ini sesuai dengan kondisi pada tahun sebelumnya.

Indikator kinerja tersebut dicapai melalui keberhasilan pelaksanaan 3

kegiatan dengan 12 sub kegiatan sebagai berikut :

1) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
dengan 1 sub kegiatan, yaitu : (1) Pengamanan Barang Milik Daerah
SKPD.

2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 7 sub kegiatan,
yaitu : (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor; (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga; (4) Penyediaan Bahan Logistik
Kantor; (5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan; (6) Fasilitasi
Kunjungan Tamu; dan (7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD.

3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah dengan 3 Sub kegiatan, yaitu (1) Pengadaan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan; (2) Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya; dan (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya.

4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
dengan 3 sub kegiatan, yaitu : (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat; (2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan (3)

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
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5)

6)

7)

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Urusan
Pemerintahan Daerah dengan 4 sub kegiatan, yaitu : (1) Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
(2)

Operasional atau Lapangan;

Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas
(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya; dan (4) Pemeliharaan / Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya;

Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan 2 sub
kegiatan, yaitu : (1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; dan
(2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

Kegiatan Administrasi DPRD dengan 1 sub kegiatan yaitu Penyediaan

Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

Adapun penjelasan dari indikator-indikator kinerja dari kegiatan dan

sub kegiatan tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel 3.15 Realisasi Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

q et Target Realisasi | Capaian
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja 2024 2024 (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan | Tertib penyusunan
Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen perencanaan 100% 100% 100%
Daerah dan pelaporan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen 2 2
Perencanaan Perangkat Daerah Renja OPD Dokumen | Dokumen 100%
0
1 1
Jumlah Dokumen ARG dokumen | dokumen
Koordinasi dan Penyusunan 1 1 o
Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA dokumen | Dokumen 100%
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen 1 1 100%
Dokumen Perubahan RKA-SKPD RDPPA Dokumen | Dokumen °
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 1 1 o
SKPD Jumlah Dokumen DPA Dokumen | Dokumen 100%
Koordinasi dan Penyusunan 1 1 o
Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPPA Dokumen | Dokumen 100%
Koordinasi dan Penyusunan ::I;rzlizi 11?3121;‘?: dan
Laporan Capaian Kinerja dan capa a2 C 1 laporan | 1 laporan 100%
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ikhtisar Realisasi
. Kinerja SKPD
e s Jumlah laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Evaluasi Kinerja 1 laporan | 1 laporan 100%
Daerah
Perangkat Daerah
Jumlah laporan
Penyelenggaran Walidata penyelenggaran
Pendukung Statistik Sektoral Walidata Pendukung 1 laporan | 1 laporan 100%
Daerah Statistik Sektoral
Daerah
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q et Target Realisasi | Capaian
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja 2024 2024 (%)
Administrasi Keuangan SRS NG
g penyusunan dokumen 100% 100% 100%
Perangkat Daerah . .
administrasi keuangan
. .. . Jumlah orang yang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan menerima gaji dan 47 orang | 47 orang 100%
ASN .
tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah Dokum(?n Ha51.l 1 1
Penyedaan Adminstrasi 100%
Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen | Dokumen
Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah laporan
keuangan akhir tahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan o
Laporan Keuangan Akhir Tahun hasil koordinasi 1 laporan | 1 laporan 100%
penyusunan Laporan
Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan
Laporan Keuangan keuangan bulanan/ 6 o
Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Triwulanan/ Laporan 6 laporan 100%
SKPD Semesteran
. . o Prosentase Jumlah
Attt 1EErny ML Barang Milik Daerah 100% 100% 100%
Daerah pada Perangkat Daerah .
yang terlindung
Pengamanan Barang Milik J;Tfi;ﬁ:;?:gn 7 7 100%
Daerah SKPD bens g dokumen | dokumen °
milik daerah
.. . . Persentase peningkatan
‘;‘S;Z;mljiag;};f;}fgawmn Kemampuan ASN 100% 100% 100%
< Sekretariat DPRD
Jumlah orang yang
S . . mengikuti Bimbingan
Bimbingan Teknis Implementasi Teknis Implementasi 47 orang | 47 orang 100%
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Perundang-
undangan
Persentase tersedianya
Administrasi Umum Perangkat pelayanan administrasi 100% 100% 100%
Daerah umum perangkat
daerah
Persentase Jumlah
Penyediaan Komponen Instalasi %)rflslfc;aksci)mponen
Listrik/Penerangan Bangunan . 3 Paket 3 Paket 100%
listrik /penerangan
Kantor
Bangunan kantor yang
disediakan
. Persentase Jumlah
Penyediaan Peralatan Rumah Paket Peralatan rumah 7 Paket 7 100%
Tangga s Paket
tangga yang disediakan
. .. Jumlah paket bahan
Penyediaan Bahan Logistik logistik kantor yang 12 Paket | 12 Paket 100%
Kantor . .
disediakan
Jumlah paket barang
Penyediaan Barang Cetakan dan cetakan dan 6 Paket 6 paket 100%
Penggandaan penggandaan yang
dihasilkan
Jumlah dokumen
Penyediaan Bahan Bacaan dan bahan bacaan dan 1 1 100%
Peraturan Perundang-undangan peraturan yang dokumen | dokumen °
disediakan
Jumlah laporan 12 12
Fasilitasi Kunjungan Tamu fasilitasi kunjungan 100%
laporan laporan
tamu
Penyelenggaraan Rapat Jumlgh lap oran rapat 12 12 o
Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi dan laporan laporan 100%
konsultasi SKPD P P
Pengadaan Barang Milik Daerah 52;;32‘[322‘[6;;23;2??
Penunjang Urusan Pemerintah P 100% 100% 100%

Daerah

perkantoran Sekretariat
DPRD
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q et Target Realisasi | Capaian
KEGIATAN/SUB KEGIATAN Indikator Kinerja 2024 2024 (%)
Jumlah unit kendaraan
Pengadfian Kendaraan Dinas dinas operasional atau 4 unit 4 unit 100%
Operasional atau Lapangan lapangan yang
disediakan
Jumlah unit peralatan
Pepgadaan Peralatan dan Mesin dgn mesin lainnya yang 55 Unit 55 Unit 100%
Lainnya dilakukan paket
pangadaannya
Jumlah paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana | pengadaan sarana dan
Pendukung Gedung Kantor atau prasarana pendukung 25 unit 25 unit 100%
Bangunan Lainnya gedung kantor atau
bangunan lainnya
Tersedianya pelayanan
Penyediaan Jasa Penunjang administrasi o o o
Urusan Pemerintahan Daerah perkantoran sarana dan OB OB Ll
prasarana aparatur
Jumlah laporan 1
Penyediaan Jasa Surat Menyurat | penyediaan jasa surat 1 laporan laporan 100%
menyurat b
Jumlah laporan
. . . penyediaan jasa
girgggiagz ia/ii Iéc;r;ni?;g?iu komunikasi, Sumber La 1ozran La 1ozran 100%
¥y Daya Air dan Listrik p p
yang disediakan
Jumlah laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan penyediaan jasa 12 12 100%
Umum Kantor pelayanan umum laporan laporan °
kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik ggﬁ?g;;?g;pelay anan
Daerah Penunjang Urusan K d 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah perkantoran sarana dan
prasaran aparatur
Jumlah kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dinas operasional atau
Blayg Pemeliharaan, Pagak, dan lgpar}gan yang 47 unit 47 unit 100%
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan pajak dan
perizinnya
. Jumlah peralatan dan
lli’f;;lgl}ﬁ:irggnaPeralatan dan mesin lainnya yang 248 unit 248 unit 100%
Y dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi j:?tiigiiiﬁ%;iﬁtoé
Gedung Kantor dan Bangunan yang g y 2 Unit 2 Unit 100%
Lainnya dipelihara /direhabilitasi
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumlah saran dan
Sarana dan Prasarana prasarana Pendukung
gedung kantor atau 100 Unit | 100 unit 100%
Pendukung Gedung Kantor atau .
Bangunan Lainnya bgng}l nan lainnya yang
dipelihara
Tertibnya penyusunan
Layanan Keuangan dan dokumen administrasi 100% 100% 100%
Kesejahteraan DPRD
keuangan DPRD
. . Jumlah Anggota DPRD
Penyelenggaraan Administrasi > o
Keuanean DPRD yang menerima Hak 50 orang | 50 orang 100%
g Keuangan DPRD
. . . Jumlah Paket Pakaian
i‘:ﬁ%ﬁl‘il%%%gakalan Dinas dan Dinas dan Atribut 6 Paket | 6 Paket 100%
DPRD yang disediakan
. " Tersedianya pelayanan o o o
Layanan Administrasi DPRD administrasi DPRD 100% 100% 100%
Jumlah Paket
Penyediaan Kebutuhan Rumah Kebutuhan Rumah 4 Paket 4 Paket 100%

Tangga DPRD

Tangga DPRD yang
disediakan
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B. REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD

1. Target dan Realisasi Pendapatan

Sekretariat DPRD Kota Semarang bukan dinas Penghasil sehingga

tidak terdapat target pendapatan atau NIHIL.

2. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Anggaran Sekretariat DPRD Kota Semarang dalam APBD Perubahan
tahun 2025 berjumlah sebesar Rp. 118.746.066.977,- (seratus delapan

belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam puluh enam ribu

sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Realisasi anggaran untuk belanja sebesar Rp. 98.554.268.416,-

(Sembilan puluh delapan milyar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus

enam puluh delapan ribu empat ratus enam belas rupiah) atau 83,00 %

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

%

4.02.01

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

70.680.649.531

65.419.527.967

92,56%

5.261.121.564

7,44%

4.02.01.2.01

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

117.091.700

94.294.565

80,53%

22.797.135

19,47%

4.02.01.2.01.0001

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

31.018.800

14.847.500

47,87%

16.171.300

52,13%

4.02.01.2.01.0002

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

4.561.400

4.525.000

99,20%

36.400

0,80%

4.02.01.2.01.0003

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

4.370.900

4.351.800

99,56%

19.100

0,44%

4.02.01.2.01.0004

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

8.306.900

4.125.000

49,66%

4.181.900

50,34%

4.02.01.2.01.0005

Koordinasi dan
Penyusunan Perubahan
DPA-SKPD

4.370.900

4.368.000

99,93%

2.900

0,07%

4.02.01.2.01.0006

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

5.731.400

5.716.200

99,73%

15.200

0,27%

4.02.01.2.01.0007

Evaluasi Kinerja
Perangkat daerah

8.731.400

7.685.000

88,02%

1.046.400

11,98%

4.02.01.2.01.0008

Penyelenggaraan Walidata

Pendukung Statistik
Sektoral Daerah

50.000.000

48.676.065

97,35%

1.323.935

2,65%

4.02.01.2.02

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

8.712.705.649

7.669.906.673

88,03%

1.042.798.976

11,97%

4.02.01.2.02.0001

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

8.370.575.618

7.347.799.773

87,78%

1.022.775.845

12,22%

4.02.01.2.02.0002

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

338.310.431

319.973.000

94,58%

18.337.431

5,42%

4.02.01.2.02.0005

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan

1.685.000

646.000

38,34%

1.039.000

61,66%
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Kode Rekening

Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

Anggaran

Realisasi

%

Sisa Anggaran

%

Keuangan Akhir Tahun
SKPD

4.02.01.2.02.0007

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran
SKPD

2.134.600

1.487.900

69,70%

646.700

30,30%

4.02.01.2.03

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Daerah

2.000.000

0,00%

2.000.000

100,00%

4.02.01.2.03.0002

Pengamanan Barang Milik
Daerah SKPD

2.000.000

0,00%

2.000.000

100,00%

4.02.01.2.05

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

500.103.050

375.100.000

75,00%

125.003.050

25,00%

4.02.01.2.05.0011

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan

500.103.050

375.100.000

75,00%

125.003.050

25,00%

4.02.01.2.06

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

6.155.366.686

5.419.638.279

88,05%

735.728.407

11,95%

4.02.01.2.06.0001

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

75.000.000

61.520.100

82,03%

13.479.900

17,97%

4.02.01.2.06.0003

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

351.494.200

283.537.490

80,67%

67.956.710

19,33%

4.02.01.2.06.0004

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

287.389.216

260.227.487

90,55%

27.161.729

9,45%

4.02.01.2.06.0005

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

388.161.279

291.312.500

75,05%

96.848.779

24,95%

4.02.01.2.06.0006

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

145.070.000

106.648.900

73,52%

38.421.100

26,48%

4.02.01.2.06.0008

Fasilitasi Kunjungan
Tamu

3.913.246.923

3.911.682.448

99,96%

1.564.475

0,04%

4.02.01.2.06.0009

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

995.005.068

504.709.354

50,72%

490.295.714

49,28%

4.02.01.2.07

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah
Daerah

639.932.282

619.625.000

96,83%

20.307.282

3,17%

4.02.01.2.07.0002

Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

450.001

0,00%

450.001

100,00%

4.02.01.2.07.0006

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

478.653.715

468.225.000

97,82%

10.428.715

2,18%

4.02.01.2.07.0011

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

160.828.566

151.400.000

94,14%

9.428.566

5,86%

4.02.01.2.08

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

3.332.789.349

3.257.504.408

97,74%

75.284.941

2,26%

4.02.01.2.08.0001

Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

22.477.693

22.400.000

99,65%

77.693

0,35%

4.02.01.2.08.0002

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

80.698.354

38.273.697

47,43%

42.424.657

52,57%

4.02.01.2.08.0004

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

3.229.613.302

3.196.830.711

98,98%

32.782.591

1,02%

4.02.01.2.09

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

1.557.862.785

1.142.953.076

73,37%

414.909.709

26,63%

4.02.01.2.09.0002

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau
Lapangan

883.095.115

619.256.634

70,12%

263.838.481

29,88%
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Program/Kegiatan/Sub

. - o . o
Kode Rekening Kegiatan Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran %
4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan 153.176.403 72.180.390 | 47,12% 80.996.013 52,88%
dan Mesin Lainnya

4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi 403.904.000 343.081.872 | 84,94% 60.822.128 15,06%
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi 117.687.267 108.434.180 | 92,14% 9.253.087 7,86%
Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan
Lainnya

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan 49.660.998.030 46.840.505.966 | 94,32% 2.820.492.064 5,68%
Kesejahteraan DPRD

4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan 48.719.959.000 46.066.420.534 | 94,55% 2.653.538.466 5,45%
Administrasi Keuangan
DPRD

4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas 941.039.030 774.085.432 | 82,26% 166.953.598 17,74%
dan Atribut DPRD

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi 1.800.000 - | 0,00% 1.800.000 | 100,00%
DPRD

4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan 1.800.000 - 0,00% 1.800.000 | 100,00%
Rumah Tangga DPRD

4.02.02 Program Dukungan 48.065.417.446 33.134.740.449 | 68,94% | 14.930.676.997 | 31,06%
Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi DPRD

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan 15.870.658.360 11.720.332.454 | 73,85% 4.150.325.906 | 26,15%
Daerah dan Peraturan
DPRD

4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan 15.870.658.360 11.720.332.454 | 73,85% 4.150.325.906 | 26,15%
Peraturan Daerah

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas 7.011.319.824 5.526.119.091 | 78,82% 1.485.200.733 21,18%
DPRD

4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok 3.103.577.440 2.415.724.916 | 77,84% 687.852.524 | 22,16%
Pakar dan Tim Ahli

4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan 2.675.575.300 1.968.605.000 | 73,58% 706.970.300 | 26,42%
Hubungan Masyarakat

4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan 1.232.167.084 1.141.789.175 | 92,67% 90.377.909 7,33%
Dokumentasi DPRD

4.02.02.2.05 Penyerapan dan 7.714.200.499 7.163.520.621 | 92,86% 550.679.878 7,14%
Penghimpunan Aspirasi
Masyarakat

4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 7.714.200.499 7.163.520.621 | 92,86% 550.679.878 7,14%

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 17.469.238.764 8.724.768.283 | 49,94% 8.744.470.481 50,06%

4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi 14.475.047.557 6.979.031.683 | 48,21% 7.496.015.874 51,79%
Pelaksanaan Tugas DPRD

4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan 2.994.191.207 1.745.736.600 | 58,30% 1.248.454.607 41,70%
DPRD

Grand Total 118.746.066.977 98.554.268.416 | 83,00% | 20.191.798.561 17,00%

Pada Tahun Anggaran 2025 Capaian realisasi keuangan sebesar 83,00%

atau Rp98.554.268.416 dari pagu perubahan anggaran tahun 2025 sebesar
Rp118.746.066.977. Capaian ini meningkat 5,33% apabila dibandingkan

dengan capaian tahun 2024 yang hanya sebesar 77,67%.

Adapun demikian terdapat beberapa capaian serapan keuangan di yang

berada di bawah 75%, penyebab tidak tercapainya target daya serap antara

lain sebagai berikut :

a) Pada

kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah terdapat 2 sub kegiatan yang capaiannya dibawah 75%,
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b)

d)

g)

yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah sebesar 47,87% dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD 49,66%. Capaian daya serap kurang maksimal dikarenakan
terdampak pembahasan anggaran yang terlambat sehingga  Cetak
Dokumen-dokumen perencanaan tidak dapat dilaksanakan pada bulan
Desember tahun 2025.

Pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdapat 2 Sub
Kegiatan yang capaiannya dibawah 75%, yaitu Koordinasi dan
Penyusunan laporan Keuangan Akhir tahun SKPD sebesar 38,34% dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD sebesar 69,70%. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi
anggaran untuk belanja cetak laporan Keuangan Akhir tahun SKPD.
Pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 2 Sub
Kegiatan dengan capaiannya dibawah 75%, yaitu Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan sebesar 73,52% dan Sub
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar
50,72%. Penyediaan bahan bacaan terkendala dalam pembelian buku-
buku peraturan perundang-undangan yang tersedia sehingga tidak
maksimal dalam penyerapan. Untuk penyelenggaraan rapat koordinasi
kegiatan-kegiatan terdampak dari efisiensi perjalanan dinas Sekretariat
DPRD.

Pada sub kegiatan penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan
Listrik sebesar 47,43% hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi
penggunaan Sumber Daya Air Dan Listrik di lingkungan kantor.

Pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar
70,12% dan pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya sebesar 47,12%
dikarenakan adanya efisiensi kegiatan sehingga terdapat silpa anggaran
yang cukup besar.

Pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
sebesar 73,85%, dan Penyelenggaraan Humas 73,58%. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2025 cukup padatnya kegiatan Anggota DPRD
sehingga memberikan dampak pada penyerapan anggaran di kegiatan
tersebut.

Pada Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD secara umum capaiannya adalah

49,94%. Rendahnya capaian ini dikarenakan Sub Kegiatan Koordinasi
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dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang hanya terserap 48,21%
dan Sub kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 58,30%. Rendahnya
capaian pada kegiatan ini karena Anggota DPRD memilih menggunakan
kompensasi penginapan 30% sehingga terdapat silpa anggaran. Selain itu,
DPRD Bersholawat tidak dilaksanakan.

h) Selain itu terdapat 3 Sub kegiatan yang tidak dijalankan pada Tahun 2025
yaitu, Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, Pengadaan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan dan Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga DPRD. Faktor penyebab ketidakserapan anggaran tersebut adalah

Efisiensi Anggaran dalam Perubahan Anggaran

3. Sisa Lebih Penghitungan anggaran

Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025
Sekretariat DPRD Kota Semarang mendapatkan anggaran untuk kegiatan yang
bersumber dari APBD Kota Semarang sebesar Rp. 118.746.066.977,- dengan
Realisasi anggaran sebanyak Rp. 98.554.268.416 atau sebesar 83,00 % .
Sehingga terdapat sisa anggaran Rp20.191.798.561,00 (17%). Sisa anggaran
ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain karena Anggota DPRD memilih
menggunakan kompensasi penginapan 30% sehingga terdapat silpa anggaran.
Selain itu, anggaran pelaksanaan DPRD Bersholawat dan Pergantian Antar

Waktu tidak dilaksanakan.

C. Prestasi yang diraih oleh Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Kota Semarang berhasil meraih beberapa

penghargaan penting selama tahun 2025.

1. Sekretariat DPRD Kota Semarang berhasil meraih Penghargaan Terbaik 3
JDIH Award Jawa Tengah 2025 untuk kategori Pengelola JDIH (Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum) Setwan DPRD Kabupaten/Kota. Hal
ini menunjukkan kinerja baik dalam penyediaan informasi hukum yang

berkualitas dan mudah diakses publik.
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Penghargaan JDIH Award Jawa Tengah 2025 diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah,
Bapak H. Taj Yasin Maimoen.

Penghargaan Terbaik III JDIH Award Jawa Tengah Tahun 2025

Atas pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa upaya yang dilakukan telah
memberikan dampak positif dan diakui baik di tingkat daerah maupun
nasional. Keberhasilan ini diharapkan dapat terus mendorong inovasi
dalam pengelolaan informasi hukum serta meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
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2. Penghargaan Terbaik 3 Nasional Anggota JDIH Nasional. Penghargaan ini
merupakan capaian Kinerja Tingkat Nasional yang diberikan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia.

3. Sekretaris DPRD Kota Semarang, Moch Imron, SH.MH., menerima
penghargaan Abdi Nagari Award 2025 untuk kategori Abdi Inovator
Transparansi dan Informasi Hukum Publik yang diberikan oleh Jawa Pos
Radar Semarang dalam sebuah agenda apresiasi yang digelar di Noormans
Hotel Semarang pada Jumat, 12 Desember 2025. Penghargaan tersebut,
sebagai bentuk pengakuan atas peran institusional DPRD Kota Semarang

dalam penguatan tata kelola informasi publik.
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Sekretaris DPRD Kota Semarang Meraih Penghargaan Abdi Negara Award

Penghargaan Kategori Inovator Tranparansi dan Informasi Hukum Publik
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 146, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50132
Telepon. (024) 3540089 — 3541153 Fax (024) 3547146

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawabh ini :

Nama . MOCH IMRON, SH. MH.
Jabatan . SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos
Jabatan - WALI KOTA SEMARANG
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 2 Januari 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA SEMARANG SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG
Dr. Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M. Sos. MOCH IMRON, SH. MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)




Organisasi Perangkat Daerah

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. | Meningkatnya Kapasitas dan Persentase Raperda 94,12%
Kualitas Kinerja DPRD Menjadi Perda
2. | Meningkatkan penyelenggaraan Nilai AKIP OPD 85
tugas fungsi sekretariat DPRD
PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Rp. 79.681.037.967 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2.  Program Dukungan Pelaksanaan Rp. 61.257.935.205 APBD

Dr.Ir. Hj. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.Sos

Tugas dan Fungsi DPRD
JUMLAH

PIHAK KEDUA,

WALI KOTA SEMARANG

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)

Rp. 140.938.973.172

Semarang, 2 Januari 2025
PIHAK PERTAMA,

SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH. MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003




FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Organisasi Perangkat Daerah . Sekretariat DPRD Kota Semarang
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
1. | Meningkatnya Kapasitas dan Persentase Raperda 94,12%
Kualitas Kinerja DPRD Menjadi Perda

Semarang, 2 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)




RKT TAHUN 2026
(RENCANA KERJA TAHUNAN)
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah . Sekretariat DPRD Kota Semarang
NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3)
1. | Meningkatnya Kapasitas dan Persentase Raperda 94,12%
Kualitas Kinerja DPRD Menjadi Perda

Semarang, 2 Januari 2025
SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 4 #)
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PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Pemuda No. 146, Sekayu, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
50132 Telepon. (024) 3540089 — 3541153 Fax (024) 3547146

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel

serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama . MOCH IMRON, SH. MH.
Jabatan . SEKRETARIS DPRD KOTA SEMARANG
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama . Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.
Jabatan . WALI KOTA SEMARANG
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA SEMARANG SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG
Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. MOCH IMRON, SH. MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 1 #)




FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

Organisasi Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Semarang
NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1) (2) 3 (4)
1. | Meningkatnya Kapasitas dan Persentase Raperda Menjadi 94,12%
Kualitas Kinerja DPRD Perda
2. | Meningkatkan penyelenggaraan |Nilai AKIP OPD 85
tugas fungsi sekretariat DPRD

PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Rp. 70.680.649.530,33 APBD
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Rp. 48.065.417.446,39 APBD

Tugas Dan Fungsi DPRD.

JUMLAH Rp. 118.746.066.977,12

Semarang, 28 Agustus 2025

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
WALI KOTA SEMARANG SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG
Dr. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M. MOCH IMRON, SH. MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 2 #)




FORMULIR PENETAPAN CAPAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

Organisasi Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Kota Semarang

NO TUJUAN/SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2) 3 (4)
1. | Meningkatnya Kapasitas Persentase Raperda Menjadi 94,12%

dan Kualitas Kinerja DPRD |Perda

Semarang, 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DPRD
KOTA SEMARANG

MOCH IMRON, SH. MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670110 198603 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat
elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. (# 3 #)
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